
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan mengenai 

stagnasi pengembangan desa tertinggal dari perspektif siyasah maliyah studi 

di Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok yang telah 

penulis sampaikan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Faktor penyebab terjadinya stagnasi dalam pengembangan desa 

tertinggal di Nagari Garabak Data ada empat hasil yang ditemukan. 

Pertama, keterbatasan kewenangan desa dalam pembangunan 

infrastruktur. Buruknya infrastruktur jalan yang merupakan 

kewenangan Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat 

menghambat perkembangan Nagari Garabak Data, Selain itu, 

keberadaan Nagari di kawasan hutan lindung menambah kesulitan, 

karena setiap perbaikan infrastruktur memerlukan izin dari 

pemerintah pusat. Kedua, keterbatasan dana desa. Dimana dana desa 

yang ada tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pembangunan di 

Nagari Garabak Data mengingat lokasi yang jauh di pedalaman dan 

terisolir. Ketiga, ketidaksesuaian penggunaan dana desa dengan 

prioritas nasional. Keempat, adanya mispersepsi tentang alokasi dana 

desa, perangkat desa masih beranggapan bahwa jika status desa naik 

akan mengurangi alokasi dana desa di Nagari Garabak Data. 

2. Dampak yang ditimbulkan dari stagnasi pengembangan desa tertinggal 

di Nagari Garabak Data terhadap sosial ekonomi masyarakat yang 

pertama adalah adanya kemiskinan. Dimana 58% masyarakat di Nagari 

Garabak Dara berada di garis kemiskinan dan sebanyak 25% 

masyarakat itu masih pengangguran. Dampak yang kedua adalah 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Nagari Garabak Data, yang 



 

 

dimana masih terdapat masyarakat yang buta huruf dan tidak 

menamatkan sekolah dasar, sedangkan untuk pendidikan SMP sampai 

perguruan tinggi  persentasenya hanya sedikit. 

3. Tinjauan siyasah maliyah terhadap stagnasi pengembangan desa 

tertinggal di Nagari Garabak Data belum mencapai kesejahteraan dalam 

masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan pemerintahan di Nagari 

Garabak Data masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip 

siyasah maliyah yang seharusnya diterapkan dalam rangka mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada alokasi Dana Desa, 

pengelolaannya terbatas oleh kewenangan yang tidak mencakup 

pengelolaan infrastruktur yang lebih luas, yang seharusnya menjadi 

bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih adil dan 

menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Keterbatasan 

infrastruktur, kurangnya perhatian terhadap potensi lokal, serta 

hambatan birokrasi menjadi faktor utama yang menghalangi 

tercapainya kesejahteraan di Nagari Garabak Data.  

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai stagnasi 

pengembangan desa tertinggal dari perspektif siyasah maliyah di Nagari 

Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, penulis 

memberikan saran atau masukan sebagai berikut : 

1. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah harus memastikan 

bahwa pembangunan yang ada fokus pada kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dalam hal ini, 

pemerintah harus merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan 

kondisi spesifik desa, dengan memperhatikan potensi lokal dan 

tantangan yang ada. Pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan 

dana yang sesuai dengan kebutuhan desa dan tidak hanya terfokus 



 

 

pada program jangka pendek. Salah satu langkah penting adalah 

memastikan adanya perencanaan yang matang, transparansi dalam 

pengelolaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap 

tahap pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat desa dapat 

merasakan manfaat positif dari pembangunan yang dilaksanakan dan 

tetap tidak tertinggal dalam kemajuan yang berlangsung di tingkat 

nasional maupun daerah.  

2. Untuk perangkat desa yang melakukan tata kelola pemerintahan desa 

supaya lebih meningkatkan kinerjanya agar bisa memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah 

memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa melalui 

pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen 

pemerintahan, pengelolaan dana desa, serta perencanaan 

pembangunan. Hal ini meliputi penentuan masalah yang ada, 

pengaturan prioritas program pembangunan, serta pelaksanaan 

program yang tepat guna. Selain itu, sangat penting bagi perangkat 

desa untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan 

masyarakat agar kebijakan yang ditetapkan dapat diterima dan 

dilaksanakan dengan baik.  

3. Untuk masyarakat, sebaiknya masyarakat mengawal pembangunan-

pembangunan yang ada di Nagari Garabak Data termasuk mengawal 

penggunaan dana desa agar digunakan sesuai dengan prioritas 

nasional sehingga penggunaanya maksimal dan bermanfaat bagi 

masyarakat sendiri. Penting bagi masyarakat untuk secara aktif 

terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan 

desa, dari musyawarah desa hingga pelaksanaan program. Dengan 

mengawasi pembangunan, masyarakat bisa memastikan bahwa setiap 

kebijakan dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan 

manfaat dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung.  
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